GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 929/03-1/HK /2022
TENTANG
HARI ARAK BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa Arak Bali merupakan minuman destilasi tradisional
khas Bali sebagai warisan sumber daya keragaman
budaya Bali yang perlu dilindungi, dipelihara,
diberdayakan, dipasarkan, dan dimanfaatkan untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan adat serta
memberdayakan ekonomi rakyat yang berkelanjutan
berbasis budaya sesuai Visi Pembangunan Bali “Nangun
Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta
Berencana menuju Bali Era Baru;

b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020
tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau
Destilasi Khas Bali telah mengangkat keberadaan, nilai,
dan harkat Arak Bali dari minuman yang dilarang
diproduksi/diperdagangkan menjadi minuman yang sah
untuk diproduksi di wilayah Provinsi Bali, serta dapat
diperdagangkan diseluruh wilayah dalam dan luar negeri;

c. bahwa Sertifikat Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Republik Indonesia tertanggal
21 Oktober 2022 Nomor: 3031/F4/KB.09.06/2022
menetapkan Arak Bali sebagai Warisan Budaya Takbenda
Indonesia;

d. bahwa Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan
Intelektual Komunal Pengetahuan Tradisional dari
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
tertanggal 25 Agustus 2022 Pencatatan Nomor:
PT51202200109, menetapkan Arak Bali telah
didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data
Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia;




Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hari Arak Bali;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

8.

10.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 190);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas
Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Hari Arak Bali ditetapkan tanggal 29 Januari 2020.

Hari Arak Bali sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu,
diperingati setiap tahun pada tanggal 29 Januari.

Peringatan Hari Arak Bali setiap tahun pada tanggal
29 Januari sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua,
bertujuan untuk:

a.

mengenangkan pengundangan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman
Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagai tonggak
perubahan status yang mengangkat keberadaan, nilai, dan
harkat Arak Bali;

mengajak seluruh Masyarakat Bali, Pemerintah Daerah
di Bali dan Pelaku Usaha menjadikan tanggal 29 Januari
sebagai hari kesadaran kolektif Masyarakat Bali terhadap
keberadaan, nilai, dan harkat Arak Bali;

melindungi dan memelihara Arak Bali sesuai dengan
nilai-nilai budaya, serta memberdayakan, memasarkan,
dan memanfaatkan Arak Bali sebagai ekonomi rakyat
secara berkelanjutan; dan

menghimbau seluruh Masyarakat, Pemerintah Daerah,
dan Pelaku Usaha agar menghindarkan pemanfaatan Arak
Bali untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai
esensial Arak Bali dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.




KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 23 Desember 2022

GUBERNUR/BALI,

/// -

WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampikan kepada:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta;

Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;

Kepala Badan POM Republik Indonesia di Jakarta;

Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;

Bupati/Walikota se-Bali;

Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali;

Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;
. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali di Bali;
. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
. Arsip.
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